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PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
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TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang: pada: f. jenisnisikolai jenganp perundang q 3. mewujudkan pasar hasi Pem\mnyang mamenuh:standarkaamanan
a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas hasil p dalam a. dayadukung daya alam dan ingkungan; pangan, sanitasi, ser:
kebutuhan pangan dan jjudkan kesejah petani, P b, rencanatataruang; Pasal 20 b, mewujudkan terminal agrbisnis dan sub terminal agntlsms untuk
Daerah wajib melak p i dan pemberd petani; cop i teknologi; Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara pemasaran hasil Pertanian;
b. bahwa perlind dan p petani di akibat d. tingkat pertumbuhan ekonomi; Pelaku Usaha, dan/atau BUMD di bidang asuransi untuk melak [ judkan fasilit dukung pasar hasil Peranian;
adanya p klim, globalisasi dan gejolak ekonomi . profi Petani; Asuransi Pertanian. d. memfasiltasi pengembangan pasar hasil Pertannan yang dimilki
global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha sera sistem f pertani; danfatau dikelola oleh Kelompok Tani, Gi pok Tani,
pasar yang lidak berpihak kepada petani, g kelayakan neknisﬂanehonmis'aan Pasal 21 koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah
c. bahwa untuk berikan arah, land dan kepasti hul:um bagi h. bud (1) Pemerintah Daerah memfasiilasi sefiap Petanl untuk menjadi peserta produksi Komoditas Pertanian;
pelaksanaan strategi dan kebijak slind dan p y (3} Perencanaan 5ehaga|mana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian Asuransi Paﬂaman sesuaudengankewanangannya €. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan,
petani diperluk ditetap dagrah yangintagral dari (2) Fasiltasi daayat (1) dapat mefiputi percayai, memperkuat, dan menguntung
d. bahwa berdasarkan peﬂjrnbangam sebagmmana dimaksud dalam huruf a, a.  rencanapembangunan Daerah, a kemudahanpem!aﬂaran unlukmenjampesen.a f. g igkan sish dan promasi hasi Pertanian;
hurul n dan huru1 ¢, perlu menetapltan Peraturan Daerah tentang b.  rencanapembangunan pertanian; dan D pp asuransi, a v q daring dan lunng;
gandar yaan Pelani; c. rencanaAPBD. i program p Petanidan h.  menyediakan informasi pasar; dan
(4) Rencana pemb: i bagai dimaksud pada ayat (3) pemsahaanasmansu dan/atau
Manglnga hurufb ditetapkan dalam Perauuan Bupati, d. bantuan pembayaran premi. Pasal 42
. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republix Indonesia Tahun Petani dapat melakukan kemllraan usaha dengan Pelaku
1945 Pasal 5 Pasal 22 Usaha dal g
2. Undang-Undang Nomaor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dasrah (1) Bupﬂil p Periindungan dan P i Petaniuntuk  Ketent Iebm Ianjul i tata cara pemberian bantuan Asuransi  ketentuan peraturan perundang-undangan.
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita dek, jangh hdan jangka pan F dalam P Bupati
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); (2) Rencana Perl gan dan Pembardayaan Petani sebag i i Bagian Kelima
3 Undang Undang Momor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan pada ayat (1) berp pad indungan dan F y Bagian Ketujuh Konsolidasi Lahan Pertanian
d (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Petani Provinsi. Bantuan dan Subsidi Pasal 43
Nomr82 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Pasal 23 (1) Pemerintah Daerah waijib diakan k Pertanian,
sebagaimana tetah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Pasal Pemerintah Dazrah dapat kan bantuan kepada Petani datam bentuk: 2) lidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tentang Perubahan Atas Undang-LIndang Nomor 12 Tahun 2011 lentang P bagai fimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memual a3, Pengadaan sarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan Eahan sesual
P kan Peraturan Py L Negara frategidan kebijakan, dalam Pasal 10ayat(2), dengany Pertanian.
Repubiik Indonesia Tahun 2019 Nomnr133 Tambahan Lembaran Negara b. bant biayaan dal: kap hak (3) Konsolidasi lahan Perlanran dtul.arnakan untuk men)amm luasan lahan
Repubiik Indonesia Nomor 6338), Pasal 7 kekayaanintelektual Pertanian hagu Pelanu sebagaamanadumaksud dalam Pasal 9 ayat (1) agar
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan (1) Strategi Pesfind dan Pemberdayaan Pelani sebagai dimaksud pai tingkat kehid g lay
Pemberdayaan Petan| (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 dalam Pasal 5 di oleh P h Daerah kan pada Pasal 24 (4] i i i pada ayat (2) dilakukan melalui:
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor kehuakan?erlmdungan dan Pemberdayaan Petani. Pemeriniah Daerah dapat ik bsidi uniuk: a.  pengendafian alih fungsi lat "u_..im..dan
5433); (2) Strateqi Perlindung; fiakukan melatui: a. benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan temak, cbal lemak, pakan, b. f han Pertanian yang tedantar.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dagrah a saJanadanprasarana produksi pertanian; danfatau pupuk organd; dan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan b. kepastianusaha, b. premi asuransi dalam rangka Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 44
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah ¢ bantuangagalp petani akibat kefadian luar biasa; dalam Pasal 21 ayat (2). (1) Selain konsolidasilahan Pertanian sebagai dimak ‘dmﬁdﬁ&.
diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 lentang d. sish i d:n'&n daﬂmakpembahamkhm Pemerintah Daerah dapat melakukan peruasan lahan me
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang & asurans&pedanlan Pasal 25 penetapan ahan terlantar yang potensial sebagailahan Pertanian.
Pamannlahan Daecah [Lambaran Negera Republik Indonesia Nomar 246, f.  bantuan dan subsidi; (1) Pemberian Bantuan dan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (2) Peﬂuasanlahan Penanlansehagaumanadumaksudwmmm 7
ia Nomor 5569); g. komoditas unggulan; dan Pasal 24 diberikan kepada Petani di Daerah yang hi sesualdengar p p ,d‘ﬂ_m
6, Peraturan Daerah Daerah Isnmewa Yogyakarta Nomar 11 Tahun 2020 h. hakbkekayaanintelektual, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (1),
Tentang Perind Pemberdayaan Petani. I gan dari prakiik persaing ha idak sehat (2) Petani dilarang menyalahgunakan Bantuan dan Subsidi yang diterimanya Bagian Keenam
(3) Stw.,-- berd; Petani dilakuk Jui: untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerahini. Akses limu Pengatahuan.mnbdhw
Dengan Persetujuan Bersama a pendndmandanpelaljhan Pasal
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN b, penyuluhan dan pendampingan; Pasal 26 (1) Pemerintah Daerah wajit’ mem
dan [ igembangan sistemd p hasil p Besaran Bantuan dan Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dise- pengetahuan, leknologl, dan im'mﬂi
BUPATI SLEMAN d. konsolidasilahan pertanian; i g puank Daerah, Komoditas Pertanian,
. kemudahan akses lmu p huan, teknologi, dan inft (2) Kemudahan akses sebag dimaks Bpadsmmmlwi
MEMUTUSKAN: f.  regenerasi Petani; dan Pasal 21 a p | pengy m
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN g Kelemb Petanidan Kelemb Ekonomi Petani. Ket lebih tanjut i tala cara pemberian, besaran serta pers- b. Itef]asamaalihleknnlogi;dan - _
PEMBERDAYAAN PETANI ¥ penefima B Subssidi diatur datam Py Bupati ¢ penyediaan fasilitas bagi Petani unuk mengakses ilm
Pasal 8 teknologi, dan informasi,
BABI (1) P Perlindungan dan P d Petani disusun oleh Bagian Kedelapan
KETENTUAN UMUM, ASAS DAN TUJUAN P Daerah dengi i Penyuluh dan Patani, Komoditas Unggulan Pasal 46
PasaH Pasal 28 (1), Penyediaan informasi sebaga di
DalamP Daerahi ksud deng BABIII (1) F Daerah g ind terhadap fun kit berupa:
1, Daerahadalah Kabupaten Sleman PERLINDUNGAN PETANI Unggulan dalam rangka melak Pesdind dan P nrodukm?erlaman
i Pemenn!ah Daerah adalah Bupali sebagal unsur penyelenggara Petani. .
P Daerah yang pelalmnam urusan pemeriniahan Bagian Kesatu (2) Komoditas Unggutan yang diindungi sebagaimana dm\aksud pahaydﬂ]
jadik Umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati, '
3 Bupahadalahﬂupah&leman Pnsal!
4 Kecamalan yang selan]ulnya disebut Panemn adalah bagian wilayah dari (1) Peri P i i dalam Pasal 7 ayat (2) hurufa, Pasal 29
eh Camat/Panewy. hurufb, hurufec, hunsfe, huuff, dan huruf g diberikan kepada: Pemer!ntah Daerah wajib melindungi Komoditas Unggulan sebagaimana
5. Perangkat Daerah adalah unsur pe.mban!u Bupati dan Dewan Perwakilan a. Pelani yang lahannya berada dalam | Pedindungan Lahan d dalam Pasal 28 ayat (1) dalam bentuk:
Rakya! Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang Pertanian Pangan Berkelanjutan; a. usulan kepada Pemerintah Pusat kebij
menjadi kewenangan Daerah, b. Pelam yang melakukan Usaha Tani untuk komoditas unggulan yang terhadap Komoditas Unggulan; atau
6. Desa yang selanjutnya disebut kal adalah kesah b. usulan kepada Pemerintah Pusat i kebij mw
hukum yang memiliki balas wilayah yang berwenang untuk menga:ur dan c. Petani yang memiliki [ahan dan melakukan usaha budi daya tanaman terhadap Komoditas Unggulan apabna ketersedizan untu‘k m
gl urusan p pangan padalah fing luas 0.5 {nod kama lima) hektar; daerah mencukupl.
berdasarkan ptakarsa masyaraka! hak asa[usu1 dan/atau hak trad|sma| d. Pelam Imlhkulhura sasua.u dengan ketentuan peraiuran perundang-
Megara undangan; Bagian Kesembilan
7, Badan LlsahaMmkDaerahyang selarqumyadlsmgkm BUMD adalah badan . Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha Hak Kekayaan Intelektual
usaha seluruh gian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar, dan Pasal 30
8. Perfindungan Petani adaiah segala upaya untuk membantu Petani dalam . Petani yang melakukan Usaha Tani tanaman pangan, lanaman (1) Pemerintah Daerah waj:b perlindungan atas kekay

menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana
produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi
biaya inggi, dan perubahan ikfim,

9. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemam-
puan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melal

holtikultura, fanaman pemabunan dan! atau lemak secara lerpadu

denagank

(2} Pefindung : R

hurufh, hurufi diberikan I:epatla Petani.

Pasal T ayat (2) hurufd,

dikan dan pelatinan, pertyuk:han dan pennmplngan. pengembangan si5- Bagian Kedua

temd hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian

shan Pertanian, akses iimu pengy teknologi dan Pasal 10

informasi, penyediaan akses pembi serta Kelemb (1} P h Dagrah sesuai dengan kewenangannya berianggung jawsb
Petani. menyediakan Sarana Produksi Pertanian secara 1epatmhl dan. m

10. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta
keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, dan/atau petemnakan,

11. Petani Muda adalah Petani yang mencintai Pertanian, berminat, turul serta
dan/atau terlibat dalam kegiatan Pertanian dengan usia paling tinggi 35 (tiga
puluh lima) tahun.

12. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan
bantuan teknologi, modal, lenaga kerja, dan manajemen uniuk menghasil-
Ican Kamodilas Perlaruan yang mencakup Lanaman pangan, ikull

mutu serta harga terjangkau bagi Petani

(2} Sarana Produksi Pertanian sebagaimana d|maksuﬁﬁﬂm PasalTayal(2) b

hurufa meliputi: _
4. benih, bibit, bakalan temak, pupuk, p
sesuai dengan standar mutu; dan o .
b, alatdan mesin sesuai standar mutudan
(3) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud
meliputi:

a jal u:i.ja!anprwuksli

dan/ataup b. dam,jari
13, Komodilas Pertanian adaiah hasi dari Ussha Tani yang ﬂapal diperda-
gangkan, disimpan, dan/atau diperiukarkan {4) Pemerintah Daerah sesuai d

14, Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bemilai strategis dan
menjadi unggulan uniuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produ-
kivitas dan ketahanan pangan.

15. Hak Kekayaan Intelektual adatah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang
menghasikan suafu pmdulc alau prusesyang barguna untuk manusia dan
dilindungi oleh ket

16. Persaingan Usaha Tdsk Sehat adalah persaingan antar pelaku usahas’ ;

dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang.dan
atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur alau melawan huktim alay
menghambat persaingan usaha,
17. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, rrv,ﬁﬁ'lm
produksi, produksitbudi daya, pmw&iﬁp,

dan/atauj

i L - v

18, Pelaku Usaha adatah Se‘uap Orang yang melm
Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasi
jang Pertanian yang berkedudukan diwi

19. Setiap Orang adalah orang perseo@mahul\nmlnﬂ;
badfan hukum maupun yang idakbérbadan hukum.

20. Kelembagaan Petani adalzhler W uhik
oleh, dan untuk Petani guna me
ngan Petani,

21. Kelompok Tani adalah kumpulan Peta MMI\‘ alas dasar Imu-
maan kepentingan; kesamaan kondisi ingkungan sosial, ekonomi, sumber
daya; kesamaan komodilas; dan keakraban uniuk meningkatkan
mmgemhangkanusahaanmnta

2.Gi pok Tani adalah kumpulan L 13 Kelompok Tani yang
hergahung dan bekerjasama untuk menmgka!kan skﬂn ‘ehonomi dan
efisiensiusaha.

23, Asosiasi itas Pt dalah kumpul Pelam.Kelbfm
dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk juangkan kepé
Petani.

24. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegia--
tan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna mening-
katkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum
maupun yang lidak berbadan hukum.

25, Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum
maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dan, dan untuk Petani
melalui Gabungan Kelompok Tani peny modal yang seluruhny
dimiliki cleh Gabungan Kelumpuk Tani,

26. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pem-
biayaan dalam bentuk penyednaan dana atau barang modal untuk mem-
fasilitasi \Usaha Tani.

27, Asuransi Pertanian adahh perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan
asuransi unfuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.

28 Regeneras| Peiam adal‘ah proses menumbuhkan kembali m|na1 Petani

Usaha Tanid

Petani baru danfatau Petani Muda.

29. Benih tanaman yang selanjutnya disebut Benih adatah tanaman atau ba-
giannya yang dig untuk p k dan/atau
biakkan tanaman.

0. Bib'rl Hewan adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan

buhan yang b

31. Organisme PenggangguT ingkat OPT adalah
semua organisme yang dapat merusak mangganggu kahndupan atau
menyebabkan kematian tumbuhan,

Pasal 2
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberd Petanit }
kemandirian,
. kebermanfaatan;
. kebersamaan,
keterpaduan;
. keterbukaan dan akuntabilitas;
produktivitas;
. nondiskriminatif;
. sosial budaya dan kearifan lokal,
gofong royong: dan
keberanjutan,

e o anoe

F'asal‘.'i

a mu]udm kedaulalan dan kemandlnan Petani dalam rangka menmg—
kaithan taral ih hualitas, dan kehidupan y

b. menyediakan sarana dan prasarana Peranian yang d|bu|.uhkan dalam
mengembangkan Usaha Tani;

¢ memberikan kepastian Usaha Tani,

d. melindungi Petani dan fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan
gagalpanen:

e puan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan
Petamdalamrnen;alankan UsahaTanIyang produktif, maju, modem beﬂce

d

& ber daya ali

I

lanjutan
f. menumbuhkemhangkan kelembagaan nembaayaan Pertaman yang

melayani kepentingan Usaha Tani;

gasi, embung; dan "

c. |anngan listrik, penguﬂangan danpasar _ _
engan kewenangannya membina
gaan Petani daiam menghasikan Sarana Produksi Pe
kualitas. '

Pasal 11

intelektual

;z) Perlindungan kekayaa &h;ml fsebagaimana dimaksud pada ayat !

'Wmmmmpenmn dan
Wm WW budidaya pertanian maupun

Pm mwm;.-
Iﬁn hukum Mhekayaan wﬁm
ingan, ~
Pasal 33

‘namun belum didaftarkan dapat melaporkan kepada Perangkat

[1] Petani m:mﬂlw penemuan yang dapat diindungi oleh hak kekayaan
2 m | rusan pertanian untuk difasiitasi proses

_(2) Untuk metaksanal L i

Pasal 61
Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

a. pemberian fasiilas dan pendampingan peng persyaratan berkas
pendirian; dan
b, pentampiganfeink ] .
usaha.
Bagian Kesembilan
Inovasi
Pasal 62
(1) Pemerintah Daerah dapat mendorong d bina Petani, Kelompok Tani,
dan Gabungan Kelompok Tani dal I i sistem produksi
dan duk Penannanvanﬂ“ rkuali
2 Inwasususwmproduksyang ilkan seb yang dimaksud ayat

(1) dapat berupa metode metode p

{3) Inovasi sarana produksi Peranian yang dihasilkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa barang produksi Pertanian maupun teknologi
tepat guna penunjang proses produksi Pertanian.

BABV
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

PETANI
Pasal 63
(1) Pelaksanaan F gan dan Py ¥ Petani difakukan oleh
gkat Daerah yang membidangi Pertanian.
(2) :‘ | P dan Py yaan Petani oleh Perangkat

Dau'_m yang memhuﬂangu urusan pertanian sebagaimana dimaksud pada
. 'I]dikpctdmas&andanganPeraagkat Daerah yang mempunyai fugas
hgsmub'dang

pelﬂ:lmm ihan;
koperasi danuisaha mikro kecil dan menengah;

. perindusifian dan perdagangan;

j. *bidang lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani.

mm

& Anggaran dan Belanja Negara;
‘b APED;danfatau
€. sumberpendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 65

‘Pembiayaan dan penidanaan kegiat danf
mmmesahaTamme!alm

Petani

1) D akan Perfindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerin-
tah Duai:éq;atmngaskan BUMD bidang perbankan untuk melayani

kemmmn Usaha Tani dan badan usaha mik Petani sesuai

pada ayat (1),
LBUMD bidang perbankan dapat membentuk unit khusus Pertanian 3)
Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unil khusus Pertanian sebagai-
mana di pada ayat (2) dilak dengan prosedur mudah dan

~ persyaratan yang lunak.

Pasal 67
Selain melalul penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, pelayanan
kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai

e y o

- penpn Bagian a
(4} Ketentuan lebif lanjut mengenai Regenerasi Petani diatur dalam Peraturan Lurnb:ga PeKr:z’i;yaan
 Bupali. Pasal 68
' _ Dalam melal Perfind! dan PemberdayaanPetani, Py
Bagian Kedelapan Daerah dapat bekerjasama denganlembaga Pemblayaan untuk melayani
Kelembagaan Petani Petanid badan usaha milik Petani p biayaan Usaha
Paragraf 1
Umum Pasal 69
o Paald Lembaga Pembiayaan sebagai ksud dalam Pasal 68 wajib me-
(1) Pemerintah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuk kegiatan pembiayaan Usaha Tanidengan persyaratan sederhana
K agaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani. dan prosedur cepat.
(2) Pembentukan Kelemb Petani dan Kelemb Ekonomi Petani
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kand perpaduan d Pasal 70
“bugdaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani (1) Lembaga Pembiayaan beq)arm akfif membanty Petani agar memenuhi
4 ratan I
> Pasal 49 (2) I?:nr?h:ga Pembea'yaan berperan aklif membaniu dan memudahkan Petani
1) Kelembagaan Petani sebag imaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdir dalam memperoleh fasiltas kredi P
atas: (3) Lembaga Pembi Dagal dimaksud dalam Pasal 68 dapat
a  Kelompok Tani; menyalurkan kredit dan/atau pembiayaanbersubsidi kepada Petani melalui
b.  Gabungan Kelompok Tani; lembaga keuangan bukan bank dan/atau j ge]amg Imﬂbaga keuangan mikro
¢ AsosiasiKomoditas Pertanian; atau 939 dan Pelaku Usaha untuk gkan Pertanian.
d. keiembagaanpeiamlalnnya
[2) ¢ Ekonomi P f dalam Pasal 48 ayat Pasal 71

(1) hempa Badan Usaha Milik Petani,

dan prosedur cepat sebagaimana
dmksud dalam Pasal 69 dan penyaluran kredit dan/atau pemmayaan bagi

danfatau menggagalkan panen; dan/atau
b. perkiraan potensi serangan OPT, serangan hama, daniatau wabah

penyakit hewan menular
(3} Pering dini sebag ksud pada ayat (1) benisi informasi
tentang:

a.  penbahan iklimdan cuacs;

b. potensibencana alam; dan

c. jenis serangan OPT, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan
menular.

Pasal 18
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayal (3) harus akural, lepat
wakly, menjangkau seluruh wilayah Daerah dan dapat diakses dengan mudah
dancepat.

Bagian Keenam
Bantuan Asuransi Pertanian
Pasal 19

9 g 3canyareg P (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kemnangannya wa]m mehndungu
. menumbuhkembangkan pola pertanian berbasis kebudayaan okal; dan Usaha Tani yang diakukan oleh Petani ssbag § dalam
I buhkembangkand indungi inovasi di bidang Peranian. Pasal 7 ayat (2) dalam bentuk bantuan
BiE (2} Eanluan Asuranm Pertaman sehagaumana dlmaksud pada ayat (1)
PERENCANAAN a. banjrdan kehenngan
Pasal 4 b. seranganOPT:
1) Perenwnaan Perlindungan dan Pembeldayaan Pe!aru d||akukan secara c ian temak menular;
terpadu, terarah I d. kemaliankarenamelahirkantemak,
2) P i} [ ! ’?"{1] ukan & e | ternak; dan/atau

Penyuluhan dan Pendampingan
Pasal 40

(1) Pemerintah Daa!ah sesudl dengan kewenangannya membeﬂkan FasmtaSI
da Petani,

LT

tih d p bagai dimaksud pada ayat {1] dilakukan oleh
dal ka peningh kelas kelompok tani

(3) T‘ 12k pertyuluhan dan pend kepada Petani sebagaimana

ksud pada ayat (1) dapat dilaksanat i oleh Pemerintah Dagtah

atau bekeua sama dengan rnasyaraka! badan atau Iembaga yang
i dibidang duh

(4) !-'Iaten, yuluhan dan p

(1) antara lain berupa:
. latacarabudidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran;
. analisis kelayakan usaha;

teknologiinformasi Pertanian;
. kemitraan dengan pelaku usaha; atau

e. tatacaramempercieh hak kekayaan |ntelekluar
(5) Fasifitasi penyuluhan dan [ g dirmak

i dimal padaa)'al

apo®

an kewajiban sebagaimana dimaksud pada. - Paragraf 2 dimaksud dalam Pasal 70 diaksanal
i leguranisan dan tertuis. . | sudsh memillki hak kekayaan inteleklual yang proses Kelembagaan Petani peraturanperumiangﬂndangan.
nbmpeumsanxsu admlnlshahf arannya dilakukan secara mandini dapat melaporkan kepada Pasal 50
al (2} diatur dalam Peralura : / MMM urusan pertanian untuk diab (1) Kelompok Tani fimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf & Bagian Keempat
: dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, Penyediaan Akses Pembiayaan Bagi Petani
(2) Pembentukan Kelompok Tani rhatikan kearifan lokal dan keterli- Pasal 72
,mssmn ‘Pemenniah Daersh, mm Jrumm sarana Baman Kesepuluh batan Petani perempuan. (1) Pemerintah Daerah wajilb memfasiitasi kemudahan penyediaan akses
produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang Pnrlfndimhﬂ Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat pembiayaan bagi Petani,
dibutuhkan Pefani. 0 - - Pasal 34 Pasal 51 {2) Pemberian fasiltas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(2} Selain Pemerintah Daeralt Pelaku (danfalau (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perfindungan kepada Pefani dari  Gabungan Keiompcl: Tani sebagamana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 1) dﬂakuluan dengan:
mengelofa Prasarana Pertanian seba n MMMI 10 praktik ha tidak sehal. hunsfb ) pa Kelompok Tani yang berkedud a.  pinj modal untuk memiliki danfatau memperiuas kepemilikan
ayat (3) yang dibutuhkan Petani. 2) Perﬂndungan dari pdakhl: persa:ngan usaha lidak sehat sebagaimana  di Dusun, Kalurahan, ataub paKalurah Panewon yang sama. lahan Pertanian;
it (1) dil ..,. b mamanmudalunlukmemﬂduhmamemak
a  pefjanjian kerja sama yang dipak da Petani; dan Pasal 52 c. al bagi Petani; dan/atau
b, kegiat ha yang ikan Pet il Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai kelas d pemanfaa!an dana program kemitraan dan bina fingkungan dana
pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, dan wadah lukar menukar tanggung jawab sosial dari badan usaha.
Pasal 35 informasi, dan memperkuat posisi lawar petani untuk meningkatkan kapasitas
Pemb dind dani praktik [ usaha lidak sehat kepada  usahatanianggolanya, BABVII
5 Petani dilakukan sesuai k gan dan kan ketentuan p PENGAWASAN
| perundang-undangan Pasal 53 Pasal 73
mhsﬁmmpamasm Mmmﬁm yang men- Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok (1) P h Daerah melakul dal ka pelak
WMMW mm Dasrah sesuai dengan BAB IV Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 bertugas Perhndungan dan Peutﬁ:erdarsan terhadap PetanidiDaerah,
_ keuangan daerah; - PEMBERDAYAAN PETANI a. meningkatkan & puan anggola atau kelompok dalam mengem-  (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
© m&m pend| : ! bangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang Pemerintah Daerah dengan k gannya melshui monioring d
Bagian Kesatu mandi; evaluasi.
. Pasal 14 Umum b. kan } anggota atau kelompok dalam meng (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana damakwd pada ayal {2] dulakukan
9 _\:m Jaminan mm dimaksud dalam Pasal 13 hunt b Pasal 36 bangkan kemilraan usaha; secara berkala atau sewakiu-vakly, dan berh
‘mefupakan hak Petani { (1) Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan ¢ yalurkan aspirasi anggota atau kelompok: dan I(alurahan 5er13 |nstan5|ﬂemhaga yang terkait dengan pelaksanaan
pola pikir dan pola kerja Pelam meningkatkan Usaha Tani, serla . b yelesaikan p lahan anggota atau kelompok dalam P g Petani,
gaan Petani agar mampu mandini ber-Usaha Tani.
. I dan berdaya saing t:ngg:. Pasal T4
c pambq‘lmbﬂisaksaspasar (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurat lakukan koordi Pasal 54 Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam
(2} Untuk melaksanakan pembelian secara | i i dalam perencanaan, p dan p Pemberday (1) Asosiasi Komodi dimaksud dalam PasaldBayat  rangka pelak Perfind dan Pemberd Petani di Daerah
pada ayat (1) huruf a Pemerintah Daerah ( dapat melakukan kerja sama Petani. (1) huruf ¢ rnerupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh,  kepada Bupausaﬂapﬁienam]hulansekah
dengan BUMD dan/atau Pelaku Usaha yang bidang usahanya bertwbu- (3 Koordinasi i i pada ayat (2) dilakukan untuk dari, dan unfuk Petani,
gan dengan perdagangan dan/atau pertani melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud  (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat i ¥ BAB VIl
dalam Pasal 7 ayat(3). Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang pedul terhadap PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 15 kesejahleraan Petani, Pasal 75
} lebih lanjut mengenai h usaha sebag dimaksud Bagin Kedua (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan
dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati Pendidikan dan Pelatihan Pasal 55 dan Pemberdayaan Pelanr
. Pasal 37 Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di Daerah. (2) Peran serla g i pada ayal (1) dapat
Bagian Keempat m Pemerintah Daerah dal berdayaan Petani wajib: diakukan secara gan dan/at .
Bantuan Gagal Panen Kepada Petani Akibat Kejadian banghan program p nelatihand dan Pasal 56 {3) Peran serta masyarak bag fimaksud pada ayat (2), dapat
Luar Biasa b mengembengkan pelatihan kewwausahaanmbidang agribisnis. Asomasmomucmas F‘ertaman berlugas: didakukan terhadap:
Pasal 16 (2) Pemberd Petani sebaga dimaksud pada ayat (1) dapat & pung yalurkan aspirasi Petani, a  perencanaan perind dan pemberd
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan gagal panen akibal } sendii oleh Pemerintah Daerah atau bekera sama dengan b, gadvokasi d g kemitraan Usaha Tani; b. penyediaanp d produksi Pertanian;
ke]acﬁanuuu: z Daerah. bad ga yang tasi C. berik k ltepada Pemerintah Daerah dalam G ingatan dini;
(2 b tata cafa hanluan gagal panen seba- kebijakan Perlind d Petani; d. pedindungan komoditas unggulan;
gaimanadi p y fl;wwl dalam P p Pasal 38 d. mempmrmsakan Komoditas Pertarian yangmhasulkananggnta di Daerah, 2. regenerasipetani;
Pemeriniah Daerah ﬂapal berik Tasnrrtasl bag| Petani untuk ikuti idan diluar negeri; f.  peial pendidikan dan pelatih
Bagian Kelima pendidikan dan pelatih i lam Pasal 37 . mendorong persaingan Usaha Tani yang add; g pelal penyul jan pendampingan; dan/atau
Peringatan Dini dan P Dampak Perubahan Iklim f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, h p I ganisasi petani
asal 17 Pasal 39 teknologi dan permodalan; dan
(1) Pemerintah Daerah sesual dengan kewenangannya memberikan informasi Kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan atau lembaga yang g. L ¥ jkan p dalam berlsaha Tani BAB IX
peringatan dini dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim dalam rangka penyelenggaraan program pemberd Pétani sebag KETENTUAN PERALIHAN
ul hindari p | panen. dalam Pasal 37 ayat (2) dilak kan sesual p Pasal 57 Pasal 76
12} U galpanen akbat dampakperubshan ki perundang-undangan, Kelembagaan Pelani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayal (1) Pada saat Peraturan Daerah ini beriaku, Kelembagaan Petani yang ada tetap
i pada ayal (1) lakukan melali hunifd dapat berkedudukan di Dagrah, berlaky dan tetap diakui ya,
@ prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapal merubah pofa tanam Bagian Ketiga

Pasal 58
Fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 diatur

Paragraf 3
Kelembagaan Ekonomi Petani

BABX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua)
1 el E TR

ayat (1) dvhlumakan sesual dengan P p G
undangan.

Bagian Keempat
Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian
Pasal 41
(1) P h Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengemba-
ngan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian,
(2) Pengembangan SIstem dan sarana pemasaran hasul Pertanian sebagai-
mana dimaksud pada ayal (1) diselenggarakan deng,

Pasal 59 Pasal 78

(1) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat(2)  Peraturan Daerahinimulai berlaku pada tanggal diundangkan,
dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gab Kelompok Tani  Agarsetiap intahk
dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimifiki oleh Gat ang Peraturan Dagrah in gan penemp dalam Lembaran
Kelompok Tani. Daerah Kabupaten Sleman.

(2) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memifasilitasi terbentuknya
Badan Usaha Milik Petani.

(3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat Ditetapkan di Sleman
berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan padatanggal ... ... 2025
peraturan perundangundangan.,

(4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendinian Badan Usaha Milik Petani BUPATI SLEMAN,
sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dilaksanakan sesual demgan

Pasal 60 Diundangkan di Sleman
1) Badan Usaha Milik Pebam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 padatanggal............ 2025
a unluk ingk Hala ek oma cayasmng wadahinvestasi,  SEKRETARISDAERAH
d kan jiwa K Petani. KABUPATEN SLEMAN.
(2) Badan Usaha Miik Petani set gail imaksud pada ayat (1)t

a. menyusun kelayakan usaha;
b.  mengembangkan kemitraan usaha; dan
: inakalkan niai fambah 5




